
 
 
 
 
 
 
 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA BATU  

NOMOR  13  TAHUN  2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 151      

TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

  WALI KOTA BATU, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas 

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 151 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014            
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tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; 

15. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2021; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa; 

20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; 

23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa; 

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021; 

25. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 108 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah 
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diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali 

Kota Batu Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 108 Tahun 

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

26. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 145 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2021; 

27. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 147 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 151 TAHUN 2020 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021. 

   

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 

151 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali 

Kota Batu Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 

Anggaran 2021, diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 11 

 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap 

Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil 

pemotongan Dana Desa ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota 

dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke 

RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa 

dari Wali Kota. 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: 

a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari 

pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 

1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana     

Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa 



Halaman 5 dari 11 hal… 

 

untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan 

bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan 

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 

kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat 

bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat 

dan masing-masing bulan berkenaan untuk bulan 

kedua sampai dengan bulan kelima. 

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari 

Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:  

1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 

BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan 

kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan 

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 

keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling 

cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling 

cepat dan masing-masing bulan berkenaan untuk 

bulan ketujuh sampai dengan bulan ke sepuluh. 

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari 

Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:   

1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 

BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan 

kedua belas paling cepat bulan Juni; dan  

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 

kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling 

cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan 

paling cepat akhir bulan November bulan kedua 

belas. 

(5) Penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 

(dua) Tahap, dengan ketentuan:  

a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari 

pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 

1. 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 

BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 

ketujuh paling cepat bulan Januari; dan 

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan 

kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat 

bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat 

dan masing-masing bulan berkenaan untuk bulan 

kedua sampai dengan bulan ketujuh.  

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari 

Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:  

1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa 

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT 

Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas 
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paling cepat bulan Maret; dan  

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan 

sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan 

Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-

masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai 

dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan 

November untuk bulan kedua belas. 

 

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 5 (lima) 

Pasal yaitu Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, dan 

Pasal 11D yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11A 

 

Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap 

tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan 

Desa Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 11B 

 

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan 

penyaluran kepada Wali Kota, secara lengkap dan benar 

dengan ketentuan: 

a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; 

dan 

b. Tahap II berupa: 

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 

penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 

persen) dan rata-rata capaian keluaran 

menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga 

puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang 

telah disalurkan; 

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 

keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 

Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak 

terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan 

4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif 

sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 

dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara 

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. 

c. Tahap III berupa: 
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1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan 

rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 

sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-

rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 

sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari 

Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan  

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 

Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(5) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan 

penyaluran kepada Wali Kota secara lengkap dan benar, 

dengan ketentuan:  

a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; 

dan 

b. Tahap II berupa: 

1. Laporan realiasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 

penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 

perseratus) dan rata-rata capaian keluaran 

menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga 

puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang 

telah disalurkan; 

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 

Desa tahun anggaran sebelumnya; 

4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 

keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 

Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak 

terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan 

5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif 

sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 

dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara 

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. 

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 

Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain 

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II 

Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen 

persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai 

tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT 

Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia 

cukup anggaran per bulannya. 

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf 

b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase 
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capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa. 

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 

2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 

kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume 

keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran. 

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala 

Desa menyampaikan permintaan perubahan (tabel 

referensi kepada Wali Kota untuk dilakukan 

pemutakhiran. 

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh 

Kementrian Dalam Negeri. 

 

Pasal 11C 

 

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk 

kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan 

bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (4) huruf a angka 2, Kepala Desa memenuhi 

ketentuan: 

a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

B ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah 

keluarga penerima manfaat setiap bulan yang 

berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk 

penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu 

kepada Wali Kota; dan 

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 

dengan bulan kelima masing-masing bulan 

disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data 

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 

sebelumnya kepada Wali Kota. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 

keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b angka 2 

masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa 

menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima 

manfaat bulan sebelumnya kepada Wali Kota. 

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan 

kesebelas sampai dengan bulan kedua belas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c 

angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala 

Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga 

penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Wali Kota. 

(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah 

keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada 
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Wali Kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember. 

(5) Jumlah Keluarga penerima manfaat sebagaimana 

dimaksud pada ayat(1) huruf a merupakan jumlah yang 

diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 

manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau 

hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT 

Desa tahun berkenaan. 

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa 

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 

Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 B ayat (1) 

huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan 

perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada 

Wali Kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember. 

(7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data 

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan      

ayat (4). 

 

Pasal 11D 

 

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk 

Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa 

bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a 

angka 2 Kepala Desa memenuhi ketentuan: 

a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

B ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah 

keluarga penerima manfaat setiap bulan yang 

berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk 

penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan 

kesatu; 

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai 

dengan bulan ketujuh masing-masing bulan 

disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data 

realisasi keluarga penerima manfaat  bulan 

sebelumnya kepada Wali Kota. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan 

kedelapan sampai dengan bulan kedua belas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b 

angka 2 untuk masing-masing bulan disalurkan setelah 

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah 

keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada 

Wali Kota. 

(3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah 

keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas 

untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada    Wali Kota 

paling lambat minggu ketiga bulan Desember. 

(4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah 
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yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 

manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau 

hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT 

Desa tahun berkenaan. 

(5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa 

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 B ayat (2) 

huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan 

perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada 

Wali Kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember. 

(6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data 

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

 

Pasal II 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

Ditetapkan di Batu   

pada tanggal  16   Februari 2021       

       WALI KOTA BATU, 

                                                           

                                                     ttd 

 

     DEWANTI  RUMPOKO 

 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal  16  Februari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 

 

ZADIM EFFISIENSI 

gyy 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 13/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

Plt. Kepala Bagian Hukum 
Setda Kota Batu 

 

 

 

 

Dra.DYAH LIES TINA PURWATY 
Pembina Tingkat 1 

NIP. 19681212 198809 2 001 
 

 



Halaman 11 dari 11 hal… 

 

Lampiran Peraturan Walikota Batu 

                Nomor :        13              2021 

                Tanggal :  16    Februari     2021 

  

 

 

 

 

STATUS DESA DI KOTA BATU 

TAHUN 2021 

 

NO KECAMATAN DESA STATUS 

1. Kecamatan Batu: a. Sumberejo Mandiri 

b. Oro-oro Ombo Mandiri 

c. Sidomulyo Mandiri 

d. Pesanggrahan Mandiri 

2. Kecamatan Bumiaji: a. Punten Mandiri 

b. Gunungsari Mandiri 

c. Tulungrejo Mandiri 

d. Sumbergondo Mandiri 

e. Pandanrejo Mandiri 

f. Bumiaji Mandiri 

g. Giripurno Mandiri 

h. Bulukerto Mandiri 

i. Sumberbrantas Mandiri 

3. Kecamatan Junrejo: a. Beji Maju 

b. Junrejo Mandiri 

c. Tlekung Maju 

d. Mojorejo Mandiri 

e. Pendem Maju 

f. Torongrejo Maju 

    

WALI KOTA BATU, 

 

ttd 

 

 

     DEWANTI RUMPOKO 


